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PUTUSAN

Nomor 355/Pdt.G/2020/PA.Bjb

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan  Agama  Banjarbaru  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama  dalam  sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat  dan  tanggal  lahir  Bangkal,  26  Januari  1991  (umur  29

tahun),  agama  Islam,  pekerjaan  Mengurus  Rumah

Tangga,  pendidikan  SLTA,  tempat  kediaman  di

-------------------------------  Kota  Banjarbaru,  sebagai

Penggugat

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bentok Darat, 01 Desember 1987 (umur 32

tahun),  agama  Islam,  pekerjaan  Karyawan  Swasta,

pendidikan  SLTA,  tempat  kediaman  di

----------------------------------------- Kabupaten Tanah Laut,

sebagai Tergugat;  

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat  dengan  surat  gugatannya  tertanggal  28  Agustus

2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari

itu  juga  dengan  register  perkara  Nomor  355/Pdt.G/2020/PA.Bjb,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.  Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di

Banjarbaru pada tanggal 26 September 2008, yang tercatat pada Kantor

Urusan Agama Kecamatan Cempaka dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

------------------- tertanggal 09 Oktober 2008;
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2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus

Perawan  dan  Tergugat  berstatus  Jejaka,  dan  hingga  saat  ini  antara

Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai; 

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat

tinggal di rumah orang tua Penggugat di ----------------------------- kurang lebih

10 tahun sampai pisah; 

4. Bahwa,  selama  pernikahan  tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat  hidup

rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikarunia 1

orang anak yang bernama Anak Pertama umur 11 tahun 6 bulan saat ini

dalam asuhan Penggugat; 

5. Bahwa  awal  terjadinya  perselisahan  antara  Penggugat  dan  Tergugat

tersebut  yaitu  di  pada  bulan  April  2012  sering  terjadi

percekcokkan/pertengkaran; 

6. Bahwa,terjadinya  perselisihan  dan  cekcok  mulut  antara  Penggugat  dan

Tergugat  disebabkan; 

- Tergugat sering berhutang, boros; 

- Tergugat sering berkata kasar;  

- Tergugat sering memukul; 

- Tergugat sering meninggalkan rumah hingga larut malam; 

- Tergugat egois/mau menang sendiri

- Tergugat sering berbohong/tidak jujur; 

- Tergugat sering meninggalkan kewajiban perintah Agama; 

7. Bahwa adapun puncak terjadinya permasalahannya antara Penggugat dan

Tergugat  terjadi  pada  bulan  Juni  2018,  antara  Penggugat  dan  Tergugat

terjadi  pertengkaran  sampai-sampai  Penggugat  terseret  motor  Tergugat

karena  berebut  handphone,  setelah  kejadian  itu  Tergugat  pergi

meninggalkan dari  rumah orang tua Penggugat hingga sampai sekarang

antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama lebih kurang 2 tahun;

8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang

demikian  maka  tujuan  untuk  menciptakan  keluarga  yang  sakinah

mawaddah  warahmah tidak  mungkin  lagi  tercapai,  dan  Penggugat  tidak

sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat; 
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9. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dengan keadaan rumah tangga

antara Penggugat dan Tergugat, dengan harapan suatu saat berubah lebih

baik namun kenyataan tidak demikian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  Banjarbaru  cq.  Majelis  Hakim  yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat); 

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;  

SUBSIDAIR:

Atau  apabila  Majelis  Hakim  berpendapat  lain,  mohon  putusan  yang  seadil-

adilnya (ex aequo et bono); 

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat

datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  dan  tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap

sebagai  wakil  atau kuasanya yang sah,  walaupun menurut  relaas panggilan

nomor 355/Pdt.G/2020/PA.Bjb, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa  meskipun  Penggugat  telah  hadir  di  persidangan  sementara

Tergugat  tidak  hadir  sehingga  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan,  namun

demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat

dan saran kepada Penggugat  agar bersabar dan berbaikan kembali  dengan

Tergugat  untuk  dapat  mempertahankan  rumah  tangganya  akan  tetapi  tidak

berhasil,  selanjutnya dibacakanlah surat  gugatan tersebut  yang dalil-dalilnya

tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh  karena  Tergugat  atau  kuasanya  yang  sah  tidak  pernah

hadir di  persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak

dapat  didengarkan,  meskipun  demikian  karena  perkara  a  quo mengenai

perceraian, maka kepada Penggugattetap dibebankan untuk membuktikan dalil-

dalilnya;
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Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat

mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat:

1.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK ----------------------- atas

nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil  Kota  Banjarbaru  tanggal  20  Maret  2018.  Bukti

surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

aslinya yang ternyata sesuai  dan telah dinazegelen, kemudian diberi

kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

1.2 Fotokopi  Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan

Cempaka, Nomor --------------------- Tanggal 09 Oktober 2008. Bukti surat

tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti

(P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi:

2.1. Saksi  I, memberikan  keterangan   di  bawah sumpah yang  pada

pokoknya sebagai berikut:

 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi

adalah ibu kandung Penggugat;

 Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tegugat menikah  pada

tahun 2008;

 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

saksi selama 10 tahun dan dikaruniai 1 orang anak;

 Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sejak  awal  menikah  memang

mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

 Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

 Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat  dan Tergugat

karena Tergugat sering pulang larut malam dan sering berhutang;

 Bahwa  pada  malam  hari  raya  idul  fitri  tahun  2018  terjadi

pertengkaran  antara  Penggugat  dan  tergugat  dimana  Penggugat

terseret motor Tergugat;
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 Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat sudah pernah pisah

ranjang selama satu tahun;

 Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat  sampai saat ini

tidak pernah satu rumah lagi;

 Bahwa  selama  berpisah  Tergugat  tidak  pernah  memberikan

nafkah;

 Bahwa  selama  pisah  tersebut,  saksi  maupun  keluarga  sudah

pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat,

tetapi tidak berhasil;

2.2  Saksi  II,  memberikan  keterangan   di  bawah  sumpah  yang  pada

pokoknya  sebagai berikut:

 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi

adalah ibu kandung Penggugat;

 Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tegugat menikah  pada

tahun 2008;

 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

saksi selama 10 tahun dan dikaruniai 1 orang anak;

 Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sejak  awal  menikah  memang

mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

 Bahwa  saksi  sering  melihat  Penggugat  dan  Tergugat  karena

Tergugat sering pulang larut malam dan sering berhutang;

 Bahwa saksi menyaksikan pada malam hari raya idul fitri  tahun

2018  terjadi  pertengkaran  antara  Penggugat  dan  tergugat  dimana

Penggugat terseret motor Tergugat;

 Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat  sampai saat ini

tidak pernah satu rumah lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan

nafkah untuk Penggugat;

 Bahwa  selama  pisah  tersebut,  saksi  maupun  keluarga  sudah

pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat,

tetapi tidak berhasil;
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Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktiannya telah cukup

dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada

pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan mohon putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara Cerai Gugat yang

merupakan  sengketa  perkawinan,  oleh  karenanya  Pengadilan  Agama

Banjarbaru secara  absolut  mempunyai  kewenangan  untuk  mengadili

perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a jo. Penjelasan Pasal

49  huruf  a  angka  8  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama  jo. Pasal  1  huruf  b  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975

Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang

Perkawinan;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk

menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal

145 ayat (1) dan (2) R.Bg;  juncto Pasal  26  Peraturan  Pemerintah

Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  1975 Tentang  Pelaksanaan  Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  dengan  demikian

pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang,  bahwa  terhadap  panggilan  tersebut,  Penggugat  telah

datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah

hadir  dan  tidak  pula  mengutus  orang  lain  sebagai  wakil/kuasanya  dan

ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149

ayat (1) R.Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

9 Tahun 1964 Perihal Putusan Verstek, perkara ini dapat diperiksa dan diputus

tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
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Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir,

sedangkan  Tergugat  tidak  pernah  hadir,  maka  upaya  mediasi  sebagaimana

ketentuan  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian

sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7

Tahun  1989 tentang  Peradilan  Agama sebagaimana  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  di  depan  persidangan  Majelis  Hakim telah

berusaha  mendamaikan  dengan  memberikan  nasihat  dan  saran  kepada

Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan  Tergugat,

akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  dari  posita  gugatan  Penggugat,  Majelis  Hakim

menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam

rumah tangga Penggugat  dan Tergugat  telah  terjadi  perselisihan yang terus

menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan

ketentuan  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975

tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang,  bahwa  terhadap  dalil-dalil  gugatan  Penggugat  tersebut,

Tergugat  tidak  memberikan  jawaban  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di

persidangan, sehingga  berdasarkan ketentuan  Pasal  149 ayat (1) R.Bg  yang

menyatakan putusan  yang  dijatuhkan  tanpa  hadirnya  Tergugat  dapat

dikabulkan  sepanjang  berdasarkan  hukum  dan  beralasan.  Namun  karena

perkara  ini  adalah perkara  perceraian (person recht)  yang berkaitan dengan

masalah  rumah  tangga  yang  mengandung  nilai-nilai  moral  yang  luhur  dan

bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa sehingga harus ada alasan yang

cukup untuk membuktikan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup

rukun sebagai suami isteri, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana

telah diubah  dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta mengingat

asas  mempersulit  perceraian  sebagaimana  ditegaskan  dalam  Penjelasan

Umum Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  angka  4  huruf  e,  yang  telah

diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019,  dan  juga  untuk

menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut

dan  tidak  dibenarkan  oleh  peraturan  perundang-undangan,  maka  kepada

Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya

sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata;

Menimbang,  bahwa bukti  P.1  dan P.2 yang diajukan Penggugat  telah

dibubuhi  meterai,  telah  distempel  Pos,  telah  dicocokkan  dengan  aslinya

ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian,

bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat

sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti  P.1 yang berupa  fotokopi  Kartu

Tanda  Penduduk)  merupakan  fotokopi akta  autentik  dengan  nilai  kekuatan

pembuktian  sempurna  dan  mengikat  (volledig  en  bindende  bewijskracht)

sebagaimana Pasal  285 R.Bg jo 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

isinya  menerangkan  bahwa  Penggugat  saat  ini  bertempat  tinggal  di  Kota
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Banjarbaru.  Berdasarkan  bukti  tersebut,  Pengadilan  Agama  Banjarbaru

berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara a quo. 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta

Nikah yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna

dan mengikat  sesuai  Pasal  285 R.Bg  jo. 1870  Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata.  Oleh  karena  itu,  telah  terbukti bahwa   Penggugat dan  Tergugat

semenjak 26 September 2008 telah terikat hubungan sebagai suami isteri yang

sah sehingga keduanya berkualitas  untuk  bertindak sebagai pihak-pihak atau

legitima persona standi in judicio dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa Penggugat  juga  telah  mengajukan  2  (dua)  orang

saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat,  telah

sesuai ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 76

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan  Agama,  serta  ketentuan  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah

Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  1975 Tentang  Pelaksanaan  Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi

syarat  formil dan  materiil sebagai  saksi,  yang  membuktikan  bahwa  rumah

tangga Penggugat  dan Tergugat  tidak lagi  harmonis sejak tahun 2012 yang

disebabkan karena Tergugat sering berhutang, pulang larut malam dan sering

berkata kasar dan puncaknya sejak Juni 2018 antara Penggugat dan Tergugat

berpisah rumah hingga saat ini;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  Penggugat  memberikan  keterangan

tentang suatu akibat hukum (Recht Gevoig) yang terlebih dahulu menerangkan

adanya  sebab-sebab/alasan-alasan  hukum  (Vreem  de  Oozaak),  dan  saksi-

saksi tersebut mengetahui adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat,

dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut

telah  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  sehingga  dapat

diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil

gugatan Penggugat;
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Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti  di atas ditemukan

fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat

tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru; 

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  istri  yang  sah  yang  telah

melangsungkan perkawinan pada tanggal  26 September 2008  di hadapan

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota

Banjarbaru; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak; 

- Bahwa  awalnya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  baik-baik  saja

namun sejak 2012 terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan oleh

Tergugat sering berhutang, boros dan Tergugat sering berkata kasar;  

- Bahwa puncaknya pada tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan

selama 2 (dua) tahun sudah pisah rumah; 

- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi. 

- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah menasihati Penggugat dan

Tergugat untuk rukun namun tidak berhasil.

Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta-fakta  tersebut  di  atas,  Majelis

Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa perkawinan

ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, di mana antara

Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah rumah,  tidak  berada  lagi  dalam  satu

kediaman bersama, tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri

lagi yang telah berlangsung sejak 2018 hingga sekarang lebih kurang selama 2

tahun  tidak  saling  menghiraukan  lagi,  telah  menunjukkan  bahwa  antara

Penggugat  dan Tergugat  sudah tidak  ada ikatan  batin  yang  kuat  (mitsaqon

gholizhon)  yang  merupakan  penggerak  kehidupan  dalam  sebuah  rumah
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tangga,  sudah  tidak  saling  mencintai  dan  tidak   saling  membutuhkan,  oleh

karenanya tujuan perkawinan untuk  membentuk keluarga yang bahagia  dan

kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah  dengan Undang-Undang

Nomor  16  Tahun  2019 dan  tujuan  perkawinan  untuk  menciptakan  keluarga

yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-

Rum ayat 21, akan sulit terwujud;

Menimbang,  bahwa  dalam  ketentuan  Pasal  19  huruf  f  Peraturan

Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  1975 Tentang  Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f

Kompilasi  Hukum  Islam  ditegaskan  bahwa  perceraian  dapat  terjadi  karena

alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang  berdasarkan  pertimbangan  di  atas  Majelis  Hakim

berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk menciptakan

keutuhan rumah tangga yang  sakinah, mawaddah dan  rahmah sebagaimana

maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Penggugat dan

Tergugat telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri

yang  merupakan  unsur-unsur  terpenuhinya  alasan  perceraian  sebagaimana

dimaksudkan  dalam  ketentuan  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah

Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  1975 Tentang  Pelaksanaan  Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan jo.  Pasal  116  huruf  (f)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil

alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, di mana abstrak

hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup

berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak

berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah

merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian

sesuai  dengan  maksud  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Republik

Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
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1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f)  Kompilasi  Hukum

Islam;

Menimbang,  bahwa  Ahli  Fikih,  Wahbah  Az-Zuhaili  mengutip  dan

menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa

Adillatuhu  (Beirut:  Dar  Al-Fikr,  1985)  jilid  VII  halaman  527,  yang  kemudian

Majelis  Hakim  sependapat  dan  mengambil  alih  pendapat  tersebut  menjadi

pendapat Majelis, menyatakan:

Artinya: Madzhab  Malikiyah  membolehkan pemisahan  (suami-istri)  boleh
dilakukan bilamana disebabkan perselisihan atau kemudaratan guna
mencegah pertikaian,sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri)
tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda
Rasulullah saw.: “Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan
orang  lain”.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  si  istri  (dapat)
mengajukan  gugatan  kepada  Hakim  (Pengadilan  Agama).  Jika
kemudaratan  dan  kebenaran  (dalil)  gugatannya  tersebut  terbukti,
maka Hakim menceraikan istri  tersebut  dari  suaminya,  dan jika si
istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas, maka Majelis Hakim  berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah

cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal  39

ayat  (2)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun 1974 Tentang

Perkawinan sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  16

Tahun 2019  jo.  Pasal  19 Huruf (f)  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh

karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas  dan

disebabkan  perceraian  antara  Penggugat  dan  Tergugat  tersebut  merupakan

perceraian yang pertama serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal  119

ayat  (2)  Kompilasi  Hukum  Islam,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa
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gugatan  Penggugat  dapat  dikabulkan  dengan  menjatuhkan  talak  satu  bain

shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang,  bahwa  talak  satu  ba’in  sughra  sebagaimana  dimaksud

dalam Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh

dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam

masa iddah;

Menimbang,  bahwa  karena  perkara  a  quo masuk  dalam  bidang

perkawinan,  berdasarkan Pasal  89 ayat  (1) dan Pasal  90 ayat  (1) Undang-

Undang  Nomor 7 Tahun 1989  tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor  3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor  50 Tahun 2009 jo. Pasal 91A Undang-Undang

Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 5

Tahun  2019  tentang  Jenis  dan  Tarif  Atas  Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan

Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada

di Bawahnya  maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,  peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.  Menyatakan Tergugat  yang telah  dipanggil  secara  resmi  dan patut  untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3.  Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  shughra  Tergugat  (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);

4.  Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  yang

hingga kini dihitung sejumlah Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu

ribu) rupiah.

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  yang

dilangsungkan  pada  hari  Senin,  tanggal  14  September 2020  Masehi

bertepatan  dengan  tanggal  26  Muharram 1442 Hijriah oleh  Majelis  Hakim

Pengadilan  Agama  Banjarbaru  yang  terdiri  dari  Martina  Purna  Nisa,  Lc.,

M.Sy., sebagai Ketua Majelis serta Mohammad Febry Rahadian, S.H., dan H.
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis,

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

dibantu oleh Hj. Wahibah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Mohammad Febry Rahadian, S.H., 

Ketua Majelis,

Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.

Hakim Anggota,

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti,

Hj. Wahibah, S.Ag.
Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

2. Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 345.000,00

4. PNBP Panggilan: Rp 20.000,00

5. Redaksi : Rp 10.000,00

6. Meterai : Rp            6.000,00  

J u m l a h : Rp 461.000,00

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).
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